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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat

disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1.

Transformasi digital pendaftaran tanah melalui Permen ATR/BPN No. 3
Tahun 2023 di Kota Padang bertujuan meningkatkan keamanan data,
mencegah mafia tanah, dan menutup celah pungutan liar lewat sistem
elektronik yang transparan. Meskipun aplikasi Sentuh Tanahku memudahkan
pelacakan aset, tantangan utama terletak pada rendahnya literasi digital dan
kesadaran hukum masyarakat yang masih terbiasa dengan metode
konvensional, sehingga keberhasilan program ini sangat bergantung pada
edukasi publik yang intensif.

Sertipikat tanah elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan
sertipikat analog , namun persepsi masyarakat masih diwarnai keraguan
terkait keamanan data dan risiko peretasan server. Digitalisasi ini
menggunakan tanda tangan elektronik, enkripsi, dan barcode untuk
meminimalkan praktik mafia tanah serta mempercepat pelayanan publik.
Meskipun sistem edisi terbaru pada sertipikat elektronik lebih efektif
mendeteksi kecurangan dibanding sistem catat tempel lama.

Upaya BPN Kota Padang dalam mengatasi keraguan masyarakat BPN dengan
berkolaborasi dengan perbankan dan penegak hukum. Peningkatan keamanan
dilakukan melalui kerja sama dengan Perum Peruri menggunakan security

paper serta BSSN untuk menjamin integritas data.
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B. Saran

BPN Kota Padang perlu mengimbangi kecanggihan sistem dengan sosialisasi
masih berbasis komunitas guna merubah kebiasaan konvensional dan
meningkatkan literasi digital masyarakat. Sementara itu, penyediaan layanan
pendampingan langsung (helpdesk) di tingkat kelurahan menjadi krusial
untuk membangun kepercayaan publik serta memastikan bahwa sistem
elektronik ini benar-benar menjadi proteksi nyata dalam menutup celah mafia
tanah dan pungutan liar.peretasan.

BPN Kota Padang perlu meningkatkan edukasi mengenai keunggulan fitur
keamanan seperti enkripsi dan tanda tangan elektronik yang jauh lebih sulit
dipalsukan dibanding dokumen fisik. Selain menjamin perlindungan data dari
risiko peretasan, transparansi sistem digital ini harus dibuktikan melalui
layanan pengaduan yang responsif dan sosialisasi nyata bahwa sertipikat
elektronik memberikan kepastian hukum yang lebih kuat serta akses

pelayanan yang lebih cepat daripada metode konvensional.pribadi.

BPN Kota Padang harus produktif menyediakan infrastruktur pendukung
atau pos pelayanan luring agar masyarakat di area pedalaman tidak
terpinggirkan secara hukum. Selain itu, kolaborasi keamanan dengan Peruri
dan BSSN perlu dipublikasikan secara lebih luas sebagai jaminan nyata
bahwa integritas data sertipikat elektronik jauh lebih aman daripada dokumen
fisik, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem ini dapat terbangun secara

menyeluruh tanpa rasa khawatir akan risiko peretasan.
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